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BUPATI MALANG  

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

 NOMOR     03      TAHUN  2005  

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG  

NOMOR 127 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2005  

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : bahwa dalam rangka terciptanya keserasian dan keselarasan  

penyelenggaraan pengelolaan anggaran satuan kerja dan guna 

pelaksanaan  pembangunan serta pelayanan kepada  masyarakat 

berdasarkan Keputusan  Presiden Republik Indonesia  Nomor 61 Tahun  

2004  tentang  Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia  

Nomor 80 Tahun 2003  tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan  

Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu mengadakan 

Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Malang Nomor 127 

Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  

Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4286) ; 

2. Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  

Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 

Nomor 5, Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 4355) ; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana  

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4021) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran  

Negara Nomor 4022 ) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman                 

Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 

204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara  

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2000  Nomor 209, Tambahan Lembaran  Negara 

Nomor 4027 ) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  

Protokoler  dan Keuangan Pimpinan  dan Anggota  Dewan  

Perwakilan  Rakyat  Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90) ; 

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) ; 

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 77). 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah ; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004, Nomor 1/D). 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004,     

Nomor 2/D) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004, Nomor 1/A) ; 

16. Keputusan Bupati Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004, 

Nomor 9/A) ; 

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005, Nomor 1/A). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR 127 TAHUN 

2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005. 

 

Pasal 1 

 

Dengan Peraturan ini menetapkan Perubahan Kedua Lampiran  

Keputusan  Bupati  Malang Nomor 127 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2005, BAB VI poin VI.8. angka 3 Standar Barang 

Perlengkapan Kantor dan BAB VI poin VI.8. angka 4 Standar Belanja 

Barang Perlengkapan Pegawai, ditulis dan harus dibaca sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran.   
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Pasal  2 

 

(1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; 

(2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten 

Malang. 

 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal          27 Januari        2005 

 

BUPATI MALANG 

Ttd, 

 

SUJUD PRIBADI 

 

 

Diundangkan di Malang  

pada tanggal 28 Jauari 2005 

SEKRETARIS DAERAH  

 

                Ttd 

BETJIK SOEDJARWOKO 

    NIP. 510 073 302  

Berita Daerah Kabupaten Malang  

Tahun 2005 Nomor 3/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


